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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses serta memperoleh informasi. Kemajuan
teknologi dan komunikasi ibarat dua mata pisau, disatu sisi menguntungkan dan di sisi
lainnya dapat berbahaya. Kecepatan serta akurasi informasi dapat memudahkan
seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang dan merugikan orang lain. Hal ini
yang mengakibatkan kejahatan tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dunia maya.
Salah satu kejahatan yang muncul akibat adanya kemajuan di bidang teknologi ini ialah
kejahatan pornografi dengan melakukan penyebaran terhadap konten pornografi.
Perkembangan kejahatan siber dalam tindak pidana pornografi ini termasuk dalam
kejahatan yang paling serius dan merugikan banyak orang. Terlebih lagi saat ini tindak
penyebarannya menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence
dalam hal ini berupa deepfake .

Teknologi deepfake merupakan teknologi yang dirancang untuk melakukan
manipulasi data berupa foto atau video seseorang. Teknologi ini popular sejak pandemi
Covid- 19 melanda dunia. Di Indonesia terdapat banyak sekali kasus kejahatan yang
melibatkan teknologi deepfake. Salah satu nya ialah kasus yang menimpa dua figur
artis kenamaan Indonesia, Nagita Slavina dan Syahrini. Tak hanya itu, tahun lalu media
X ( dahulu dinamakan Twitter) ramai dihebohkan dengan viralnya salah satu utas
penyebaran manipulasi pornografi (deepfake porn) dengan gambar intim non-
konsensual (non-consensual intimate image atau NCII). Kasus- kasus ini menjadi
cermin bahwasanya dampak teknologi kecerdasan akan sangat mengganggu kehidupan
seseorang jika digunakan kearah negatif. Pengaturan mengenai teknologi kecerdasan
secara eksplisit dijelaskan dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sementara itu, pengaturan mengenai pornografi diatur dalam Undang- Undang Nomor
44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, kedua peraturan perundang- undangan ini
tidak cukup kuat untuk menanggulangi kejahatan pornografi yang disebabkan oleh
teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah
kembali mengenai perbuatan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan terhadap
penyebaran konten pornografi yang didasarkan pada pengaturan positif Negara
Indonesia.



Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penyalahgunaan
teknologi kecerdasan buatan dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana,
bagaimana pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta untuk mengetahui
kebijakan kriminal teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) terhadap
penyebaran konten pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk
meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma yakni mencari apakah
penyebaran konten pornografi melalui teknologi kecerdasan buatan (Artificial
Itelligence) merupakan sebuah tindak pidana didasarkan pada pengaturan- pengaturan
hukum positif Indonesia serta merokemendasikan kebijakan formulasi penyelesaian
dari penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence) di masa akan datang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya,
yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu
hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya,
menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang teknik
pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang didapat
dianalisis melalui analisis teks (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi
hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa penyebaran konten pornografi melalui teknologi kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence) berupa deepfake dapat di kriminalisasi jika
mengakibatkan kerugian yang dirasakan masyarakat dan berpotensi
menimbulkan korban. Pengaturan — pengaturan dalam penanganan kasus ini
seperti yang terdapat dalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang — Undang Pornografi dan
Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membahas secara spesifik
mengenai teknologi kecerdasan buatan. Pasal demi pasal dalam aturan- aturan
ini hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian dari ketiadaan regulasi
khusus yang mengatur mengenai teknologi kecerdasan buatan.

2. Formulasi penanganan kejahatan penyebaran konten pornografi dengan
menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat di
upayakan dalam sarana pencegahan ( non penal ) dan kebijakan formulasi
hukum pidana ( penal). Terdapat tiga poin dalam upaya pencegahan yang dapat
dilakukan pada kejahatan dunia metaverse ini diantaranya; memberikan
pendidikan agama sedini mungkin kepada masyarakat; memanfaatkan media
massa/ media pers dalam memberikan pengetahuan seputar teknologi
kecerdasan buatan; dan memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada
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masyarakat mengenai produk digitalisasi. Selain upaya pecegahan, adanya
kebijakan formulasi hukum pidana berupa mempersiapkan produk legislasi
khusus berkenaan dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)
juga dapat dilakukan untuk mengahadapi kejahatan — kejahatan teknologi
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) jenis baru di masa mendatang.
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ABSTRAK

Penyebaran konten pornografi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence) merupakan jenis kejahatan baru yang bersifat merugikan orang
perseorangan dan masyarakat. Regulasi yang di gunakan untuk menyelesaikan
kejahatan ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang- Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Pornografi, serta Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membahas secara spesifik mengenai
teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) khusus nya dalam hal penyebaran
konten pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat
penelitian preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan
Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual
Approach).

Adanya regulasi khusus berupa Undang- Undang Artificial Intelligence harus
dipersiapkan untuk mengatur batasan- batasan dari teknologi ini. Upaya pencegahan
dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada
masyarakat; memanfaatkan media massa/ media pers dalam memberikan pengetahuan
seputar teknologi kecerdasan buatan; dan memberikan penyuluhan serta pemahaman
kepada masyarakat mengenai produk digitalisasi.

Kata Kunci : Pornografi , Teknologi Kecerdasan Buatan, Pencegahan.
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan
Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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